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 Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dalam pembagian harta bersama serta mengkaji faktor yang menyebabkan 

disparitas putusan hakim dalam perspektif keadilan menurut syariat Islam. Penelitian 

ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama berupa Putusan 

Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, 

yang dianalisis melalui teori kepastian hukum, keadilan substantif, penemuan hukum, 

dan syirkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menggunakan dasar 

hukum yang sama, tetapi menerapkan Pasal 97 KHI secara berbeda. Putusan Nomor 

1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn menerapkan pembagian ½ : ½ setelah melakukan 

pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, sehingga lebih berorientasi pada 

kepastian hukum. Sebaliknya, Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn menetapkan 
pembagian 25% : 75% berdasarkan kontribusi ekonomi Tergugat setelah para pihak 

berpisah, sehingga lebih menekankan keadilan substantif. Disparitas tersebut 

disebabkan oleh sifat umum Pasal 97 KHI, perbedaan kontribusi para pihak, serta 

perbedaan penafsiran dan pendekatan hakim. Dalam perspektif syariat Islam, 

pembagian harta bersama harus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan 

perlindungan harta (hifẓ al-māl). Oleh karena itu, diperlukan parameter yang jelas 

terhadap penyimpangan Pasal 97 KHI agar tercipta keseimbangan antara kepastian 

hukum dan keadilan substantif. 
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Abstract 

This study aims to analyze the legal regulation of the validity of electronic documents as 

This study aims to analyze the implementation of Article 97 of the Compilation of Islamic 

Law (KHI) in the distribution of marital property and examine the factors underlying 

disparities in judicial decisions from the perspective of justice under Islamic law. This study 

employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. 

The primary legal materials consist of Decision Number 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn and 

Decision Number 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, which are analyzed through the theories of legal 

certainty, substantive justice, legal discovery, and syirkah. The findings show that both 

decisions rely on the same legal basis but implement Article 97 of the KHI differently. 

Decision Number 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn applies an equal 50%:50% distribution after 

distinguishing separate property from marital property, emphasizing legal certainty. In 

contrast, Decision Number 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn determines a 25%:75% distribution 

based on the Defendant's economic contribution in maintaining and settling the property 

after the parties separated, emphasizing substantive justice. The disparity results from the 

general nature of Article 97 of the KHI, differences in the parties' contributions, and 

differences in judicial interpretation and approach. From the perspective of Islamic law, the 

distribution of marital property should consider justice, public benefit, and the protection of 

property (hifẓ al-māl). Therefore, clear parameters are needed for deviations from Article 

97 of the KHI to maintain a balance between legal certainty and substantive justice. 
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PENDAHULUAN 

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, baik dari 

aspek agama, sosial, maupun hukum. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan 

perempuan tetapi juga sebagai akad yang bernilai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa 

perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Sementara itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang 

perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan mengandung 

dimensi hukum sekaligus moral, spiritual, dan keagamaan.  

Perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum 

terhadap harta kekayaan. Salah satu persoalan yang sering muncul setelah berakhirnya perkawinan melalui perceraian 

adalah pembagian harta bersama. Pembentukan kekayaan keluarga pada umumnya tidak hanya berasal dari penghasilan 

salah satu pihak, tetapi dapat terbentuk melalui kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi kedua belah pihak. Kontribusi 

tersebut dapat berupa penghasilan, pembayaran kewajiban ekonomi, pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, 

maupun dukungan terhadap aktivitas ekonomi pasangan. Oleh karena itu berakhirnya perkawinan dapat menimbulkan 

persoalan mengenai status dan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan.  

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan khusus mengenai harta bersama. Pasal 1 huruf f KHI 

mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh suami dan 

istri selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Pengaturan tersebut menunjukkan 

bahwa status harta bersama ditentukan berdasarkan waktu dan hubungan hukum ketika harta diperoleh, bukan semata-

mata berdasarkan nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan. Selain itu Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI 

mengatur mengenai keberadaan harta bersama, penguasaan harta, serta pembagian harta setelah perkawinan berakhir.  

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama juga terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang 

para pihak tidak menentukan lain. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pembedaan antara harta bersama dan harta 

pribadi. Sementara itu Pasal 97 KHI secara normatif menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing 

berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Formula ½ : ½ 

tersebut pada dasarnya memberikan standar pembagian yang sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi para 

pihak setelah perceraian.  

Konsep harta bersama dalam KHI memiliki karakteristik tersendiri apabila dibandingkan dengan konsep 

kepemilikan dalam fikih klasik. Dalam fikih klasik, perkawinan pada prinsipnya tidak menyebabkan percampuran otomatis 

antara harta suami dan istri. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad perkawinan tidak secara otomatis menyebabkan 

percampuran harta suami dan istri, sedangkan Sayyid Sabiq menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami tidak berarti 

seluruh harta suami dan istri bercampur secara otomatis. Meskipun demikian, hukum Islam mengenal konsep syirkah 

sebagai bentuk kerja sama atau persekutuan dalam kepemilikan, modal, pekerjaan, atau keuntungan. Konsep syirkah 

tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu dasar konseptual untuk menjelaskan harta bersama dalam konteks hukum 

Islam Indonesia.  

Konsep harta bersama dalam KHI dapat dipahami sebagai konstruksi hukum Islam yang mengakomodasi realitas 

sosial kehidupan keluarga. Ismuha mengaitkan pencaharian bersama suami dan istri dengan konsep syirkah, karena 
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kehidupan rumah tangga mengandung kerja sama dalam membangun ekonomi keluarga. Hazairin juga memandang harta 

yang diperoleh selama perkawinan sebagai hasil kerja sama suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, 

konsep harta bersama tidak semata-mata berkaitan dengan kontribusi finansial, tetapi juga dapat dikaitkan dengan 

kontribusi non-ekonomi dalam kehidupan rumah tangga.  

Permasalahan kemudian muncul ketika ketentuan normatif Pasal 97 KHI tidak selalu diterapkan secara seragam 

dalam praktik peradilan agama. Meskipun secara tekstual Pasal 97 KHI menetapkan pembagian seperdua bagi masing-

masing pihak, hakim dalam perkara tertentu dapat mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, kontribusi ekonomi, 

peran domestik, pemenuhan kewajiban nafkah, serta prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, terdapat kemungkinan 

terjadinya perbedaan amar putusan, persentase pembagian, maupun pertimbangan hukum dalam perkara yang sama-sama 

berkaitan dengan pembagian harta bersama.  

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 yang memberikan 

bagian lebih besar kepada istri, yaitu ¾ bagian dari harta bersama, sedangkan suami memperoleh ¼ bagian. Pertimbangan 

tersebut didasarkan antara lain pada fakta bahwa suami tidak memberikan nafkah dan harta bersama diperoleh dari hasil 

kerja istri. Putusan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pembagian ½ : ½ dalam Pasal 97 KHI dapat dikesampingkan 

dalam kondisi tertentu apabila penerapan secara tekstual justru dinilai tidak mencerminkan keadilan berdasarkan fakta 

konkret perkara.  

Fenomena disparitas tersebut secara khusus terlihat dalam dua putusan Pengadilan Agama Cibinong, yaitu Putusan 

Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn. Kedua perkara sama-sama berkaitan 

dengan pembagian harta bersama setelah perceraian dan diputus pada tahun 2024 oleh pengadilan yang sama, tetapi 

menunjukkan penerapan Pasal 97 KHI yang berbeda. Dalam Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn, Majelis Hakim 

menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan membaginya masing-masing ½ bagian. 

Pertimbangan hakim antara lain didasarkan pada status perkawinan yang belum berakhir secara resmi serta tidak adanya 

perjanjian pemisahan harta.  

Berbeda dengan Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn, Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn 

menunjukkan penyimpangan terhadap pembagian ½ : ½ sebagaimana Pasal 97 KHI. Dalam perkara tersebut, Majelis 

Hakim menetapkan tanah dan rumah sebagai harta bersama, tetapi membaginya sebesar 25% untuk Penggugat dan 75% 

untuk Tergugat. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa setelah para pihak hidup terpisah secara 

faktual sejak Maret 2021, cicilan rumah tetap dilanjutkan dan diselesaikan oleh Tergugat. Sementara itu, perabot rumah 

tangga tetap dibagi secara 50% : 50%.  

Perbedaan kedua putusan tersebut memperlihatkan adanya dua pendekatan dalam penerapan Pasal 97 KHI. 

Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn cenderung menekankan kepastian hukum dan status formal perkawinan, 

sedangkan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn lebih menonjolkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan 

kontribusi pihak yang melanjutkan pembayaran cicilan setelah terjadinya pisah secara faktual. Urgensi penelitian ini 

semakin kuat apabila dikaitkan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

yang dicantumkan dalam naskah, jumlah perceraian mencapai 463.654 kasus pada 2023, 394.608 kasus pada 2024, dan 

438.168 kasus pada 2025. Tingginya angka perceraian tersebut berpotensi meningkatkan persoalan hukum mengenai 

akibat perceraian, termasuk sengketa pembagian harta bersama. Oleh karena itu, penerapan Pasal 97 KHI perlu dikaji 

agar pembagian harta bersama tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan 

berdasarkan prinsip hukum Islam.  
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Permasalahan hukum yang menjadi perhatian penelitian ini terletak pada belum seragamnya penerapan Pasal 97 

KHI ketika kondisi konkret para pihak menunjukkan adanya perbedaan kontribusi dalam memperoleh atau melunasi 

harta bersama. Pembagian secara sama rata dapat mencerminkan keadilan apabila kontribusi para pihak relatif seimbang, 

tetapi dapat pula dipandang tidak adil apabila salah satu pihak terbukti memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap 

perolehan atau pelunasan harta, sementara pihak lainnya memberikan kontribusi yang tidak seimbang. Kondisi tersebut 

tercermin dalam perbedaan pertimbangan dan amar antara Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan 

Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn.  

Berdasarkan uraian tersebut penelitian mengenai disparitas putusan hakim dalam pembagian harta bersama 

ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana konsep harta bersama dalam KHI 

dipahami dari perspektif hukum Islam serta bagaimana Pasal 97 KHI diterapkan dalam praktik peradilan agama. Penelitian 

ini secara khusus membandingkan Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 

969/Pdt.G/2024/PA.Cbn guna mengidentifikasi dasar pertimbangan yang menyebabkan perbedaan pembagian harta 

bersama serta menilai apakah disparitas tersebut tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, kemaslahatan, dan 

keadilan menurut hukum Islam.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (yuridis normatif-empiris). Pendekatan normatif 

digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 85 

sampai dengan Pasal 97 KHI, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan peradilan agama. 

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan 

melalui putusan hakim, khususnya dalam perkara pembagian harta bersama yang menunjukkan adanya disparitas putusan. 

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus 

(case approach) untuk mengkaji norma hukum, konsep syirkah, maslahah, maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan substantif, kepastian 

hukum, serta pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama.  

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer 

meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHPerdata, serta putusan 

pengadilan terkait pembagian harta bersama. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan ( library 

research) dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan. Selanjutnya, bahan hukum diinventarisasi, diklasifikasikan, 

disistematisasikan, dan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan Pasal 97 KHI dengan pertimbangan 

serta amar Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, terutama untuk 

mengidentifikasi perbedaan penerapan norma, pertimbangan hakim, dan faktor yang menyebabkan disparitas putusan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pertimbangan 

Hukum 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakui keberadaan harta bersama sebagai akibat hukum dari perkawinan. Pasal 

1 huruf f KHI mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung 

tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Ketentuan tersebut berkorelasi dengan Pasal 85 KHI 
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yang tetap mengakui keberadaan harta milik masing-masing suami atau istri. Dengan demikian, dalam perkara pembagian 

harta bersama, hakim harus terlebih dahulu membedakan harta bersama dengan harta bawaan, hibah, hadiah, dan warisan 

sebelum menentukan bagian masing-masing pihak.  

Konsep harta bersama dalam KHI memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam fikih klasik yang pada dasarnya 

mengenal pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri. Namun, konsep tersebut dapat dikaitkan dengan teori 

syirkah, yaitu kerja sama atau persekutuan dalam kepemilikan, modal, usaha, maupun hasil. Dalam kehidupan rumah 

tangga, kontribusi suami dan istri tidak selalu berbentuk penghasilan, tetapi juga dapat berupa pengelolaan rumah tangga, 

pengasuhan anak, dukungan terhadap pekerjaan pasangan, serta kontribusi non-ekonomi lainnya. Oleh karena itu, harta 

yang diperoleh selama perkawinan dapat dipandang sebagai hasil kerja sama kedua pihak.  

Dari perspektif maslahah dan maqāṣid al-syarī‘ah pengaturan harta bersama memiliki relevansi terutama dalam 

perlindungan terhadap harta (hifẓ al-māl). Pengakuan terhadap harta bersama mencegah pihak yang tidak tercatat sebagai 

pemilik formal kehilangan hak ekonominya meskipun telah memberikan kontribusi dalam rumah tangga. Dengan 

demikian, konsep harta bersama dalam KHI dapat dipahami sebagai bentuk pembaruan hukum Islam yang menyesuaikan 

norma hukum dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.  

Konsep tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan klasifikasi objek sengketa. Hakim perlu menilai waktu 

perolehan harta, sumber dana, dokumen kepemilikan, kontribusi para pihak, serta kemungkinan adanya harta bawaan 

atau harta pihak ketiga. Hal tersebut menjadi semakin kompleks apabila objek sengketa berupa saham, usaha keluarga, 

atau aset perusahaan, karena saham sebagai hak pemegang saham harus dibedakan dari aset perseroan sebagai kekayaan 

badan hukum.  

Implementasi Pasal 97 KHI dalam Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn 

Pasal 97 KHI menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua dari 

harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan standar 

pembagian ½ : ½ sekaligus menjadi instrumen kepastian hukum bagi para pihak setelah perceraian. Namun, penerapannya 

tetap harus didahului dengan pembuktian bahwa objek yang disengketakan benar-benar merupakan harta bersama.  

Dalam Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn, hakim terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap objek 

sengketa. Tanah peternakan dan tanah di Bogor dinyatakan sebagai harta bersama karena diperoleh ketika para pihak 

masih terikat perkawinan secara sah. Terhadap rumah di Tangerang Selatan, hakim membedakan bagian yang berasal dari 

konversi harta bawaan dengan bagian yang berasal dari pembiayaan selama perkawinan. Pendekatan tersebut 

menunjukkan bahwa hakim tidak langsung menerapkan Pasal 97 KHI terhadap seluruh aset, tetapi terlebih dahulu 

menentukan status hukum masing-masing objek.  

Setelah objek harta bersama ditentukan, hakim menerapkan Pasal 97 KHI secara tekstual dengan membagi harta 

bersama 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat. Putusan ini menunjukkan orientasi terhadap kepastian hukum 

karena hakim menjadikan status perkawinan formal dan klasifikasi harta sebagai dasar utama, kemudian menerapkan 

formula pembagian yang telah ditentukan dalam KHI. Dengan demikian, keadilan dalam perkara ini diwujudkan melalui 

pemisahan terlebih dahulu antara harta pribadi dan harta bersama, kemudian pembagian yang sama terhadap harta yang 

benar-benar terbukti sebagai harta bersama. 
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Implementasi Pasal 97 KHI dalam Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn 

Pasal 97 KHI menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua dari 

harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan standar 

pembagian ½ : ½ sekaligus menjadi instrumen kepastian hukum bagi para pihak setelah perceraian. Namun, penerapannya 

tetap harus didahului dengan pembuktian bahwa objek yang disengketakan benar-benar merupakan harta bersama.  

Pada Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn, hakim terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap objek 

sengketa. Tanah peternakan dan tanah di Bogor dinyatakan sebagai harta bersama karena diperoleh ketika para pihak 

masih terikat perkawinan secara sah. Terhadap rumah di Tangerang Selatan, hakim membedakan bagian yang berasal dari 

konversi harta bawaan dengan bagian yang berasal dari pembiayaan selama perkawinan. Pendekatan tersebut 

menunjukkan bahwa hakim tidak langsung menerapkan Pasal 97 KHI terhadap seluruh aset, tetapi terlebih dahulu 

menentukan status hukum masing-masing objek.  

Setelah objek harta bersama ditentukan, hakim menerapkan Pasal 97 KHI secara tekstual dengan membagi harta 

bersama 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat. Putusan ini menunjukkan orientasi terhadap kepastian hukum 

karena hakim menjadikan status perkawinan formal dan klasifikasi harta sebagai dasar utama, kemudian menerapkan 

formula pembagian yang telah ditentukan dalam KHI. Dengan demikian, keadilan dalam perkara ini diwujudkan melalui 

pemisahan terlebih dahulu antara harta pribadi dan harta bersama, kemudian pembagian yang sama terhadap harta yang 

benar-benar terbukti sebagai harta bersama. 

Disparitas Putusan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif 

Perbandingan kedua putusan menunjukkan bahwa disparitas tidak muncul karena perbedaan dasar hukum. Kedua 

perkara sama-sama menggunakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 huruf f KHI, dan Pasal 97 KHI, 

serta sama-sama mengakui bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama. 

Perbedaan terutama muncul pada cara hakim menerapkan Pasal 97 KHI ketika menentukan proporsi pembagian. 

Tabel I. Perbandingan Putusan 

Aspek Putusan No. 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn Putusan No. 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn 

Penerapan Pasal 97 KHI Tekstual Kontekstual 

Pembagian 50% : 50% 25% : 75% 

Fokus Pertimbangan Status Hukum Harta Kontribusi Ekonomi Setelah Perpisahan 

Orientasi Kepastian Hukum Keadilan Substantif 

Ruang Diskresi Hakim Terbatas Lebih luas 

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. 

Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn memiliki tingkat prediktabilitas lebih tinggi karena menerapkan formula Pasal 

97 KHI secara langsung. Sebaliknya, Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn memberikan ruang yang lebih besar 

terhadap diskresi hakim sehingga lebih responsif terhadap kondisi konkret, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan 

kepastian hukum karena KHI belum memberikan batasan yang jelas mengenai kapan pembagian ½ : ½ dapat disimpangi.  

Dari perspektif keadilan menurut syariat Islam, perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa salah 

satu putusan tidak adil. Keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan kesamaan matematis, tetapi berkaitan dengan 

pemberian hak secara proporsional. Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn mewujudkan keadilan melalui 

perlindungan terhadap harta bawaan dan pembagian setara terhadap harta yang terbukti sebagai harta bersama. 

Sementara itu, Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn mewujudkan keadilan melalui pengakuan terhadap kontribusi 

aktual Tergugat dalam mempertahankan dan melunasi objek harta setelah perpisahan 
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Faktor Penyebab dan Upaya Penyelesaian Disparitas Putusan 

Berdasarkan perbandingan kedua putusan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas. 

Pertama, Pasal 97 KHI memiliki rumusan yang bersifat umum karena menetapkan pembagian ½ : ½ tanpa memberikan 

parameter rinci mengenai keadaan khusus dalam rumah tangga. Kedua, terdapat perbedaan kontribusi ekonomi para 

pihak. Ketiga, terdapat perbedaan kontribusi domestik yang belum memiliki ukuran seragam. Keempat, hakim dapat 

menggunakan pendekatan berbeda terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif. Kelima, kompleksitas objek harta 

juga dapat memengaruhi klasifikasi dan hasil pembagian. Dalam perspektif teori penemuan hukum, disparitas tersebut 

dapat dipahami sebagai konsekuensi dari proses konkretisasi norma terhadap fakta perkara. Putusan Nomor 

1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn membutuhkan penemuan hukum terutama untuk mengklasifikasikan objek harta, sedangkan 

Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn membutuhkan penemuan hukum yang lebih luas karena hakim menghadapi 

persoalan kontribusi ekonomi yang tidak lagi seimbang setelah para pihak berpisah. Dengan demikian, perbedaan putusan 

tidak semata-mata menunjukkan kesalahan penerapan hukum, tetapi juga mencerminkan perbedaan karakteristik perkara 

dan intensitas penemuan hukum hakim.  

Disparitas putusan dalam perkara harta bersama tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena setiap perkara 

memiliki karakteristik dan fakta yang berbeda. Namun, disparitas perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Pasal 97 KHI sebaiknya tetap ditempatkan sebagai norma dasar, sedangkan pembagian yang tidak 

sama rata harus diposisikan sebagai pengecualian yang memerlukan alasan dan pembuktian yang kuat. Diperlukan 

parameter penyimpangan yang lebih jelas, antara lain: terbuktinya kelalaian nafkah dalam jangka waktu lama, kontribusi 

ekonomi salah satu pihak yang jauh lebih dominan, pelunasan atau pemeliharaan harta oleh salah satu pihak setelah 

hubungan rumah tangga tidak berjalan normal, penggunaan harta bawaan dalam jumlah signifikan, serta keadaan khusus 

yang menyebabkan penerapan ½ : ½ secara mutlak menghasilkan ketidakadilan nyata. Parameter tersebut dapat 

membatasi diskresi tanpa menghilangkan independensi hakim.  

Kontribusi domestik perlu ditempatkan secara seimbang dengan kontribusi ekonomi. Pengelolaan rumah tangga, 

pengasuhan anak, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi pasangan merupakan bagian dari kontribusi dalam 

membentuk kekayaan keluarga. Penguatan pedoman melalui rumusan kamar atau pedoman Mahkamah Agung juga 

diperlukan untuk memberikan standar mengenai klasifikasi harta, metode penilaian kontribusi, kriteria penyimpangan 

Pasal 97 KHI, harta yang masih dalam kredit, serta objek berupa saham dan aset perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa disparitas antara Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn 

merupakan konsekuensi perbedaan orientasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Putusan pertama 

menekankan konsistensi penerapan Pasal 97 KHI, sedangkan putusan kedua menekankan penyesuaian proporsi 

berdasarkan kontribusi faktual. Keduanya dapat dipahami dalam kerangka hukum Islam sepanjang tetap berorientasi pada 

perlindungan harta (hifẓ al-māl), kemaslahatan, dan keadilan, tetapi diperlukan parameter yang lebih jelas agar fleksibilitas 

hakim tidak berkembang menjadi disparitas yang berlebihan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam 

pembagian harta bersama menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hakim yang menimbulkan disparitas putusan. 

Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn menerapkan Pasal 97 KHI secara tekstual dengan pembagian 50% : 50% setelah 

terlebih dahulu memisahkan harta bawaan dan harta bersama, sehingga lebih menonjolkan aspek kepastian hukum. 

Sementara itu, Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn menerapkan Pasal 97 KHI secara kontekstual dengan 
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menetapkan pembagian 25% untuk Penggugat dan 75% untuk Tergugat berdasarkan kontribusi ekonomi Tergugat dalam 

melunasi dan mempertahankan harta setelah perpisahan, sehingga lebih menekankan keadilan substantif. Disparitas 

tersebut dipengaruhi oleh sifat umum Pasal 97 KHI, perbedaan kontribusi ekonomi dan domestik, serta perbedaan 

pendekatan hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam perspektif syariat Islam, kedua 

pendekatan dapat dipahami sepanjang diarahkan pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (hifẓ al-māl). Oleh 

karena itu, Pasal 97 KHI perlu tetap menjadi norma dasar dengan pembagian ½ : ½ sebagai aturan umum, sedangkan 

penyimpangan harus menjadi pengecualian yang didasarkan pada parameter, pembuktian, dan pertimbangan hukum yang 

jelas agar fleksibilitas hakim tetap terjaga tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlebihan. 
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